Analisis Konstruktivis Institusionalis pada Proses Pendirian Bank Islam di Inggris
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Abstract: This research analyzes the factors underlying the policy of opening Islamic banks in the United Kingdom. When the UK first opened an Islamic bank, there were dynamic challenges in implementing Islamic banking in the UK. However, Europe is not the native home of this financial model. The steadfastness of the British government in developing Islamic banks is intriguing for further analysis. The decision of the UK to open an Islamic bank in 2004 is analyzed using Constructivist Institutionalism according to Colin Hay. Hay (2006) identifies four factors that cause institutional change within a country. These factors are ideational institutional factor, institutional imbalance factor, interpretation of momentum factor (institutional transformation), and policy paradigm. These factors are used to analyze the process involved in the UK's decision to open an Islamic bank. This research is analytical descriptive using both qualitative and quantitative literature studies to objectively examine data, which will then be subjectively analyzed. This study indicates that institutional change in Islamic finance in London is the result of dynamic interactions among actors and their environment. It is part of the UK's geopolitical strategy, aiming not only to lead in conventional banking but also in Islamic banking.
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Abstrak: Penelitian ini menganalisis faktor yang melatarbelakangi kebijakan pembukaan bank Islam di Inggris. Saat pertama kali Inggris membuka bank Islam, terdapat dinamika tantangan dalam menerapkan bank Islam di Inggris. Bagaimanapun, Eropa bukanlah rumah asal dari jenis keuangan ini. Keteguhan pemerintah Inggris yang tetap mengembangkan bank Islam menarik untuk dianalisis lebih dalam. Keputusan Inggris membuka bank Islam pada tahun 2004 dianalisis menggunakan konstruktivis institusionalisme menurut Colin Hay. Hay (2006) mengidentifikasikan terdapat 4 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sebuah institusi di dalam negara. Faktor-faktor tersebut yaitu; faktor ideasional institusi, faktor ketidakseimbangan institusi, faktor interpretasi atas momentum (transformasi institusi), dan paradigma kebijakan.  Faktor-faktor ini digunakan untuk menganalisis proses yang terjadi dalam pengambilan keputusan Inggris untuk membuka bank Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan studi pustaka kualitatif maupun kuantitatif untuk melihat data-data secara objektif yang selanjutnya akan dianalisis secara subjektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan institusional dalam keuangan Islam di London adalah hasil dari interaksi dinamis antara aktor-aktor dan lingkungan mereka. Ini merupakan bagian dari strategi geopolitik Inggris yang bukan hanya ingin menjadi terdepan dalam bank konvensional tetapi juga bank Islam. 
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Pendahuluan
Momentum pertumbuhan industri perbankan Islam dimulai sejak akhir tahun 1970-an. Perkembangan ini selanjutnya menyentuh pada tingkat 10-15% per tahun sejak tahun 1990 (Alharbi, 2016, pp. 109-136). Perkembangan ini tidak hanya terjadi di negara-negara Timur Tengah saja, kawasan lain mulai tertarik untuk mengembangkan keuangan Islam, salah satunya yaitu di Eropa. Luksemburg merupakan negara Eropa pertama yang dijadikan sebagai pasar percobaan keuangan Islam. Bank Islam di Luksemburg didirikan untuk melihat kebutuhan pasar domestik Luksemburg sehingga belum dilakukan langkah yang lebih besar (Ernst and Young S.A, 2019). Perancis dan Jerman merupakan dua negara yang paling banyak populasi Muslimnya dibandingkan dengan negara Eropa lain. Upaya pemerintah Perancis dan Jerman dilihat sudah maksimal. Hanya saja, keadaan masyarakat kedua negara belum menerima keuangan Islam. Terlebih pasca peristiwa 9/11. Muslim Jerman dipandang belum memposisikan diri sebagai potensi pasar yang menarik (El-Mogaddedi, 2007, pp. 28-31). Selain itu, Undang-Undang perpajakan di Jerman dan Perancis tidak menguntungkan bagi perbankan syariah (Schoenenbach, 2013) (Caristi et al, 2013). Italia memiliki kedekatan sejarah dengan Islam. Meskipun demikian, pemerintah Italia dilihat kurang serius mengembangkan keuangan Islam (Colditz, K, 2009). Bosnia dan Herzegovina, Irlandia, dan Swiss memulai pengembangan keuangan Islam yang masih pada tahap awal. Perkembangan selanjutnya tergantung kepada kebijakan pemerintah negara terkait keuangan Islam (Ergun Ugur & Djedovic Irfan, 2011).
Dalam momentum tersebut, pemerintah Inggris juga mengambil sikap untuk mengembangkan bank Islam di negaranya pertama kali hadir di Inggris pada tahun 1980, dengan memperkenalkan transaksi murabaha.[footnoteRef:1] Untuk membuka bank Islam di Inggris, Inggris bekerjasama dengan Al Baraka Group yang merupakan lembaga keuangan Bahrain. Kerjasama ini menghasilkan Al Baraka International bank yang diluncurkan pada tahun (Wilson, R, 2010). Pembentukan bank ini memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur pada industri keuangan Islam di Inggris (Riaz, U.A, 2014, p. 30). Meskipun mendapatkan kesuksesan, the Bank of England tidak merasa senang dengan kehadiran Al-Baraka bank karena kepemilikannya yang bersifat individu, situasi dimana perbankan Inggris anti terhadapnya. Bank ini pun ditutup pada tahun 1993. Pasca ditutupnya Al-Baraka bank, kesadaran perbankan Islam di Inggris meningkat. Eddie George, gubernur Bank of England memberikan banyak pidato yang mempromosikan perbankan Islam di Inggris (Housby, E.S, 2011). Pada tahun 2003 dalam pidatonya, George memberikan dukungan terhadap pengembangan dan pertumbuhan perbankan Islam (Speech given by Sir Edward George, Governor of the Bank of England, 2003). Dalam pidatonya tersebut, George menyebutkan bahwa Inggris memiliki keinginan untuk mengembangkan perbankan Islam dengan menggunakan kerangka hukum dan peraturan yang sesuai dengan instrumen keuangan Inggris (Langton, 2011).  [1:  Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank Islam membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. ] 

Pada tahun 2000-an pemerintah Inggris mulai mengambil langkah strategis mengenai perbankan Islam. Dalam perjalanannya, pemerintah Inggris berusaha mengembangkan program kerja untuk membuat peraturan perbankan Islam sesuai dengan peraturan di Inggris. Upaya ini dilakukan sebagai antisipasi atas meningkatkan aset bank Islam di negara-negara Teluk dan keinginan pemerintah Inggris yang juga ingin memegang bagian dalam keuangan Islam (Wilson, R, 2010). Selain itu, bank Islam juga dibutuhkan oleh 2.5 juta masyarakat Muslim di Inggris yang menjadikannya sebagai alternatif untuk menyimpan aset sesuai dengan sistem kepercayaan mereka. Pada Oktober 2004, pemerintah Inggris meluncurkan Islamic Bank of Britain (IBB) melalui Bursa Efek London. Dengan dibukanya IBB ini, Inggris menjadi negara non-Timur Tengah pertama yang memiliki bank Islam secara independen. Sayangnya, pendirian IBB di tahun 2004 memiliki selisih tiga tahun pasca peristiwa tragis di New York pada September 2001. Kejadian ini merubah pandangan dunia tentang Islam/Muslim, hal ini juga terjadi di Inggris. Sentimen terhadap Muslim atau biasa disebut dengan islamophobia dijelaskan oleh Warde (2000) sebagai tantangan yang dihadapi oleh bank Islam meliputi permasalahan budaya, yang berhubungan dengan kepercayaan (Warde, I, 2000). Ali dan Syed (2010) menyebut bahwa peristiwa 9/11 memberikan persepsi buruk dan kesalahpahaman tentang sistem perbankan Islam. Segmentasi populasi Muslim di Inggris yang luas menempatkan Islam sebagai agama yang membawa teror dan kekerasan. Riaz et al. (2017) menunjukkan data bahwa sekitar 46% Muslim Inggris, termasuk 7.2% yang tidak bekerja, tinggal di daerah dengan akses finansial yang terbatas, menunjukkan ketidaksetaraan dalam perhatian dan akses. Menyebabkan terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh Muslim di Inggris. Sentimen ini juga diperparah oleh partai politik sayap kanan (Mrđa, O, 2014), elit politik (Selbourne, D, 2001) dan media (Saeed, A, 2007, pp. 443-462). 
Bank Islam dalam keuangan Islam tidak dapat hanya dilihat sebagai sistem perbankan biasa. Identitas “Islam” yang melekat di dalamnya memberikan sentimen tersendiri terutama bagi masyarakat Eropa yang notabene bukan negara Islam. Hal ini juga berpengaruh di Inggris. Keputusan Inggris membuka bank Islam mengantarkan pertanyaan penelitian dalam tulisan ini “Mengapa pemerintah Inggris membuka Bank Islam pada tahun 2004?”
Kerangka Teoritis 
Berkembangnya peneliti institusionalisme secara tidak langsung memberikan pengembangan dalam studi ini. Pada tahun 1985, James G. March dan Johan P. Olsen berbicara cukup nyaman tentang institusionalisme baru dalam bentuk tunggal. Pada tahun 1996, Peter A. Hall dan Rosemary Taylor menetapkan tiga jenis institusionalisme. Pada tahun 1998 B. Guy Peters mengidentifikasikan tujuh institusionalisme baru. Peneliti sebelumnya, menurut Hay (2006) tidak memberikan referensi apapun terhadap konstruktivisme. Belum ada varian dari institusionalisme digabungkan dengan konstruktivisme. Hay melihat masih sedikit referensi penelitian yang dapat menjelaskan ideasional, diskursif, atau berkaitan dengan pandangan konstruktivisme. Oleh karena itu, Hay memberikan pandangan baru terhadap institusi dengan menggunakan pendekatan konstruktivis institusionalisme (constructivist institutionalism). Colin Hay dalam tulisannya “Constructivist Institutionalism” menjelaskan adanya ketidakseimbangan sebuah institusi (institutional disequilibrium). 
Konstruktivis institusionalisme memiliki kedekatan terhadap institusionalisme. Konstruktivis institusionalisme merupakan gabungan dari dua paradigma; institusionalisme dan konstruktivisme. Asumsi institusionalisme melihat negara sebagai self-interested; aktor rasional yang bertahan dalam situasi anarki dan ketidakpastian hubungan antar negara (Keohane, 1984). Oleh karena itu, negara membuat suatu perangkat kerjasama dengan negara lain yang memiliki kepentingan bersama. Perangkat kerjasama bersama tersebut disebut institusi. Institusi dipandang sebagai media kerjasama oleh aktor berkepentingan di dalamnya. Terdapat aturan, norma, serta cara pengambilan keputusan untuk mengatasi ketidakpastian hubungan antar negara. 
Konstruktivisme melihat realita sosial tidak terjadi begitu saja (given). Realitas sosial dilihat sebagai sebuah konstruksi. Realita sosial dunia tidak hanya dibentuk oleh fakta yang dapat dilihat oleh mata, bersifat material. Tetapi dibentuk juga oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh panca indra manusia, bersifat immaterial. Variabel tersebut menurut konstruktivisme, lahir karena dibentuk oleh variabel immaterial seperti nilai, norma, dan keyakinan yang dikonstruksi oleh orang ataupun dalam hal ini negara, di suatu tempat dan waktu tertentu. Dalam konstruktivisme, bentuk tersebut merupakan ideasional; sesuatu yang dilihat sebagai refleksi ide-ide manusia (Hay, 2006, pp. 18-21). 
Dengan menggabungkan kedua paradigma tersebut, Konstruktivis institusionalisme berusaha menjelaskan permasalahan-permasalahan kompleks perubahan institusi. Rational choice dan normative/sociological institutionalism dipandang memiliki keterbatasan menjelaskan perubahan yang terjadi. Konstruktivis institusionalisme didorong oleh keinginan untuk menangkap, menggambarkan, dan menginterogasi ketidakseimbangan institusi (institutional disequilibrium). Lalu secara bertahap, konstruktivis institusionalis dapat menelusuri awal mula yang berhubungan dengan historical institutionalism. Historical institutionalism secara tipikal memberikan inspirasi lahirnya konstruktivis institusionalisme (Hay, 2006). 
Terdapat kesamaan antara konstruktivis institusionalisme dengan konstruktivis teori hubungan internasional. Meskipun demikian, konstruktivisme dalam teori HI dipandang telah memberikan kontribusi, dimana konstruktivis institusionalisme pada selanjutnya berupaya untuk memecahkan puzzle empiris tertentu. Puzzle tersebut berkaitan dengan pemahaman mengenai perubahan di dalam sebuah institusi pasca pembentukannya. Pemahaman ini menjadikan konstruktivis institusionalisme berperan dalam memberikan gagasan untuk lebih mengembangkan institusionalisme. Konstruktivis institusionalisme dapat menelusuri bagaimana institusi terbentuk dalam keadaan yang tidak pasti atau krisis. Berbeda dengan historical institutionalism yang hanya menekankan pada asal-usul sebuah institusi. 
Terdapat ketidakseimbangan dalam sebuah institusi. Aktor dalam hal ini negara menurut Hay, selalu berpikir strategis dalam setiap pengambilan keputusan. Negara selalu berusaha mewujudkan tujuan tertentu yang kompleks, kontingen, dan terus berubah. Bagi Hay, perubahan dalam institusi disebabkan karena aktor (negara) tidak dapat diasumsikan hanya memiliki kepentingan (preferensi) bersifat tetap. Perubahan dalam institusi merupakan sebuah interaksi antar tindakan strategis. Konstruktivis institusionalisme menekankan bukan hanya kepada dependensi institusi, tetapi juga dependensi ideasional. Dengan kata lain, pembahasannya bukan hanya tentang pembentukan institusi, tetapi ide-ide dasar dan bagaimana institusi tersebut didesain dan dikembangkan. 

Metode
Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk menggali masalah penelitian lebih mendalam, terutama karena masalahnya tidak bisa dipecahkan dengan penelitian berbasis angka, dan sangat bergantung pada berbagai jenis teks. Dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan analisis dan pengetahuan pribadi dalam konteks sosial tempat data diperoleh. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dengan data primer dari dokumen resmi seperti laporan tahunan lembaga dan pernyataan pemerintah Inggris, serta data sekunder dari publikasi jurnal, buku, artikel, dan sumber informasi online
Hasil dan Pembahasan
Pada periode 1970, lingkungan perbankan London berubah karena perkembangan keuangan Islam. Meskipun staf-staf bank di London mayoritas orang Inggris (British) dan non-Muslim, secara bertahap mengetahui keuangan Islam dan hukum syariah karena tuntutan klien negara Teluk dan komunitas British Pakistani. Interaksi yang terjadi antara bankir-bankir London dan klien negara Teluk pada akhirnya mengantarkan Muazzam Ali mantan Vice Chairman, Dar Maal Islami (DMI) Swiss, mendirikan Institute of Islamic Banking and Insurance (IIBI) pada tahun 1976. Institusi ini didirikan untuk menggabungkan peneliti-peneliti ekonomi Islam, komunitas British Pakistani, dan klien dari negara-negara Teluk. IIBI memiliki tujuan sebagai tempat bertukar pikiran tentang perbankan Islam (Insitute of Islamic Banking and Insurance, 2019). Sejak berkembangnya keuangan Islam secara global, London menjadi tempat bagi bank Islam negara Teluk. Bank konvensional di London menyediakan fasilitas deposit dan grosir (wholesale operations) bagi bank Islam baru berasal dari negara-negara Teluk. Keuangan Islam berkembang dan menghadirkan bank-bank Islam baru di negara-negara Teluk. Bank-bank tersebut memiliki kekurangan modal dan membutuhkan London sebagai pusat keuangan dunia (Maroun, Y. S, 2002, p. 163). 
Bank di London dan bank Islam semakin terkoneksi. Pada tahun 1982, Al Baraka membuka cabang di London. Pada awalnya, Al Baraka membeli saham Hargrave Securities perusahaan penerima deposit di London. Perusahaan ini didirikan untuk menerima setoran dan meminjamkan uang yang diinvestasikan pada hipotek perumahan (Hargrave Investment, 2019). Setelah membeli seluruh saham Hargrave Securities, Al Baraka menggantikan semua skema di dalamnya menjadi skema bank Islam. Al Baraka melayani komunitas Muslim di London. Kebanyakan klien berasal dari wisatawan Arab yang menghabiskan liburan musim panas di London. Bank ini semakin berkembang di tahun 1987 membuka cabang di Whitechapel Road di London. Diikuti dengan pembukaan cabang di Edgeware Road pada tahun 1989, dan di Birmingham pada tahun 1991 dengan total mencapai 11.000 dan 12.000 klien (Al-Omar, F. A, 1996, p. 45). 
Meskipun Al Baraka menyediakan layanan perbankan di London, sektor paling profit terdapat pada investasi. Al Baraka dilihat oleh Bank of England sebagai perusahaan investasi dan bukan bank. Hal ini mendapatkan kritik. Al Baraka dinilai tidak dapat berkompetisi dengan institusi-institusi perbankan besar lainnya di London. Pengembangan pertumbuhan bank melalui organic growth dipandang terbatas. Dalam keadaan ini, the Bank of England memperketat persyaratan regulasi setelah ditutupnya Bank of Credit and Commerce International (BCCI). The Bank of England memutuskan untuk tidak meneruskan lisensi bank Al Baraka. Konsekuensinya, pada Juni 1993, Al Baraka menyerahkan lisensi bank dan menutup cabangya di London (Wilson, R, 2010, p. 214). 
Keputusan Inggris membuka bank Islam pada tahun 2004 dianalisis menggunakan konstruktivis institusionalisme menurut Colin Hay. Hay (2006) mengidentifikasikan terdapat 4 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sebuah institusi di dalam negara. Faktor-faktor tersebut yaitu; faktor ideasional institusi, faktor ketidakseimbangan institusi, faktor interpretasi atas momentum (transformasi institusi), dan paradigma kebijakan.  
[bookmark: _heading=h.30j0zll]Faktor Ideasional Institusi	
Ideasional institusi didefinisikan sebagai satu set ide, pemikiran, sistem norma diatur orang-orang tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Faktor ideasional menjadi penting karena memuat kepentingan aktor. Ide merupakan konstruksi mental dimiliki individu, organisasi, pembuat kebijakan, kelompok sosial atau masyarakat mengenai seperangkat keyakinan, prinsip dan pengambilan sikap setiap aktor. Hay (2006) mendefinisikan ide sebagai instrumen digunakan aktor untuk mempromosikan kepentingan. Terdapat empat jenis utama ide; ideologi atau sistem kepercayaan bersama (shared knowledge), keyakinan normatif (normative beliefs), keyakinan kausal (cause-effect beliefs), dan policy prescriptions (rekomendasi kebijakan). 
Kepercayaan Inggris terhadap keuangan Islam dapat berkembang di Inggris dimulai sejak tahun 1976. Pasca diselenggarakannya konferensi Internasional Ekonomi Islam di Jeddah, yayasan Islamic Foundation di Inggris mendirikan unit ekonomi Islam sebagai pusat penelitian pertama tentang keuangan Islam. Yayasan Islam Inggris berperan aktif merintis ekonomi Islam di Inggris. Menyelenggarakan konferensi, seminar mengenai ekonomi Islam. Pada tahun 1981, Asosiasi Internasional ekonomi Islam didirikan di Inggris. Bertanggungjawab menyelenggarakan konferensi internasional ekonomi Islam (Chachi, A. B, 2014, p. 48). 
Kepercayaan tersebut akhirnya menimbulkan keyakinan normatif Inggris dapat mengembangkan keuangan Islam di dalam negerinya. Pada tahun 1983 Inggris membuka kerjasama dengan Al Baraka Group sebagai efek dari kausalitas keyakinan Inggris. Sejak didirikannya Al Baraka bank di Inggris, Inggris mulai membuat kebijakan terkait perbankan yang sesuai dengan keuangan Islam. Tetapi dalam kerjasama tersebut terdapat ketidakseimbangan antara kerjasama kedua aktor. Faktor ketidakseimbangan akan dibahas lebih lanjut di bawah ini. 
[bookmark: _heading=h.1fob9te]Faktor Ketidakseimbangan Institusi
Fokus utama Colin Hay dalam teori konstruktivis institusionalisme adalah menganalisis transformasi kelembagaan pasca pembentukan. Ketidakseimbangan institusi disebabkan perbedaan motivasi aktor dalam institusi. Hal ini disebabkan kepentingan aktor yang mengubah pemahaman terhadap dunia dan menghitung ulang prioritas. Aktor tidak memiliki preferensi tetap. Setiap aktor memiliki motivasi berbeda. Pada kurun waktu 1970-an sampai dengan 1980-an berdiri komunitas intelektual dan institusi pendidikan mengkaji konsep ekonomi dan perbankan Islam. Beberapa juga dilakukan percobaan penerapan konsep syariah pada sektor-sektor keuangan di Inggris. Memberikan sumbangsih cukup besar pembentukan pondasi perbankan Islam di Inggris membuat Inggris memiliki preferensi mengembangkan keuangan Islam secara independen. Membuka bank Islam milik Inggris.
Pasca ditutupnya Al Baraka bank, pada tahun 1995 Universitas Loughborough bekerjasama dengan Islamic Foundation United Kingdom menjadi Universitas pertama di Eropa yang mengakui dan mengajarkan keuangan Islam di tingkat master. Perkembangan ini secara khusus mengundang banyak ketertarikan dan keinginan kerjasama baik individu maupun institusi. Konferensi Universitas Loughborough dengan Islamic Development Bank (IDB) dengan direktur Bank of England Sir Eddie George membahas kemungkinan perijinan operasional bank Islam di Inggris untuk memfasilitasi masyarakat Muslim Inggris (Chachi, A. B, 2014, p. 49). Perkembangan ini selanjutnya menunjukan peningkatan di kampus-kampus. Sektor-sektor keuangan mulai tertarik menggunakan produk-produk keuangan Islam sebagai varian produk. Peningkatan ini semakin menunjukan eksistensi perbankan Islam bukan hanya bagi masyarakat Muslim Inggris tetapi juga masyarakat non-Muslim. Keadaan ini memperkuat pondasi inisiasi perbankan Islam di Inggris.
Pada tahun 2000, Inggris menjadi tuan rumah Konferensi Internasional ke-4 Ekonomi Islam (4th International Conference on Islamic Economics). Inggris menjadi negara Eropa pertama menyelenggarakan acara tersebut. Pada tahun yang sama, jumlah universitas penyedia kuliah keuangan dan perbankan Islam terus meningkat seperti Universitas Portsmouth, Loughborough dan Gloucester (Ashar, 2016, p. 11). Pada tahun 2001, perkembangan perbankan Islam mengalami terobosan politik dan regulasi signifikan pasca terciptanya working group tingkat tinggi beranggotakan perwakilan kota, pemerintah, dewan para penyedia dana hipotek (mortgages lender), komunitas Muslim dan FSA mengkaji dan menguji hambatan-hambatan perkembangan perbankan Islam di Inggris. Melalui working group, muncul istilah “alternative financial” ditambahkan dalam regulasi keuangan dan perpajakan dimana tidak ada diskriminasi dalam pengguna jasa keuangan Islam. Pada tahun 2003, pemerintah Inggris meluncurkan satuan tugas pertama demi menjamin perkembangan sektor perbankan Islam di Inggris. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan investasi masuk ke Inggris dan menguatkan ekonomi negara. Tujuan tersebut juga termasuk di dalamnya mempromosikan sektor perbankan Islam kepada industri skala besar maupun kecil, baik dalam dan luar negeri. 
Rangkaian upaya pemerintah Inggris dilihat sebagai faktor ketidakseimbangan institusi kerjasama Inggris dengan Al Baraka Group. Inggris melihat keuangan Islam sebagai suatu profit yang bisa dicapai. Pidato Sir Eddie George menunjukan keinginan Inggris untuk membuat bank Islam independen milik Inggris. Terlepas dari kurang kompetitifnya Al Baraka bank di pasar keuangan konvensional. Pernyataan tersebut dilihat sebagai upaya Inggris untuk membuka bank Islam independen Inggris. Terlihat pasca penutupan Al Baraka bank di tahun 1993, pemerintah Inggris gencar melakukan kajian-kajian dan mengembangkan kampus-kampus untuk mengkaji keuangan Islam. Pondasi keuangan Islam Inggris menguat mengantarkan Inggris membuka Islamic Bank of Britain di tahun 2004. IBB mendapatkan lisensi langsung dari FSA atau otoritas keuangan Inggris.  
[bookmark: _heading=h.3znysh7]Faktor Interpretasi atas Momentum (Transformasi Institusi)
Konstruktivis institusionalisme memandang aktor selalu berusaha mewujudkan keinginan tertentu dengan kompleks, kontingen, dan terus menerus merubah tujuan. Hal ini menurut Hay, terkadang ada ide yang menyatukan kepentingan aktor atau merubah preferensi aktor. Selain itu, aktor sebagai arsitek institusi memiliki paradigma perubahan kebijakan. Perubahan dipahami sebagai hasil interaksi aktor strategis. Terdapat keadaan ketidakpastian pasca Perang Dingin. Ide-ide memaksimalkan kepentingan merupakan tujuan akhir (goals) kerjasama aktor. Keputusan Inggris menutup Al Baraka bank di tahun 1993 dan membuka IBB di tahun 2004 dilihat sebagai transformasi institusi diakibatkan oleh interpretasi atas momentum di internal Inggris. Selain dari keinginan internal pemerintah Inggris, terdapat dorongan dari komunitas Muslim di Inggris untuk membuka sektor keuangan sesuai dengan prinsip hukum Islam (syariah). 
Masyarakat Muslim di Inggris merupakan bagian sistem politik dan memiliki pengaruh cukup kuat. Khususnya, memberikan pengaruh dalam isu-isu berkaitan dengan Islam. Menurut Council of Britain’s Research and Documentation Committee (2015) tercatat populasi muslim 4.8% dari total populasi di Inggris dan meningkat hampir dua kali lipat saat sensus pertama di tahun 2001. Populasi terbanyak keempat di Inggris setelah Kristen, Atheis, dan tidak menyebutkan agamanya (Muslim Council of Britain's Research and Documentation Committee, 2015). Meskipun terdapat self-exclusion yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya financial exclusion, Muslim di Inggris lebih terorganisir. Untuk mendapatkan hak terutama dalam sektor finansial, Muslim Council of Britain melakukan lobi kepada pemerintah Inggris. Menurut Chase (2012), praktek lob bying yang terjadi pada kasus perjanjian operasional perbankan Islam di Inggris merupakan praktek bottom-up (Chase, 2012). 
Lobby yang dilakukan Muslim Council of Britain memperlihatkan keberhasilannya pada tahun 2003. Sir Howard Davies, Chairman FSA pada saat itu mengutarakan dukungan dalam sebuah konferensi keuangan dan perbankan Islam di Bahrain. Sir Howard menyampaikan tidak ada keberatan maupun sanggahan dalam ide beroperasi perbankan Islam di Inggris jika perbankan Islam terbukti mampu memenuhi persyaratan regulasi oleh FSA. Menurutnya, Inggris memiliki kepentingan jelas memastikan perbankan Islam dapat tumbuh di Inggris (Asmat, 2014, p. 99). Hingga tahun 2004, Muslim Council of Britain bekerjasama dengan kelompok kerja pemerintah merumuskan reformasi hukum legal bagi terwujudnya perbankan Islam dan menerbitkan materi pendidikan keuangan Islam bagi masyarakat non-Muslim. HM Treasury, Financial Service Authority, dan Bank of England membentuk kelompok kerja bersama dengan Muslim Council of Britain dan institusi-institusi lainnya. 
[bookmark: _heading=h.2et92p0]Faktor Perubahan Paradigma Kebijakan
Konstruktivis institusionalisme mengidentifikasi sejauh mana aktor dapat menafsirkan sinyal lingkungan. Bahkan, memperhatikan adanya perubahan paradigma kebijakan. Aktor juga dapat melihat pergeseran paradigma sebagai perubahan yang signifikan. Hay menjelaskan bahwa aktor memiliki penafsiran tersendiri terhadap suatu isu. Skema interpretatif tersebut diinternalisasi oleh pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan mendefinisikan berbagai strategi kebijakan, mekanisme dan instrumen sesuai dengan tujuan kebijakan yang akan dicapai. 
Inggris bukan negara dengan mayoritas populasi Muslim. Populasi Muslim di Inggris tidak sebanyak dengan populasi Muslim di Jerman dan Perancis. Inggris bukan negara Timur Tengah. Keuangan Islam merupakan jenis keuangan yang tidak ditemukan di Eropa. Meskipun demikian, terjadi perubahan paradigma kebijakan pemerintah Inggris. Keuangan Islam dipandang oleh pemerintah Inggris sebagai pengembangan dari jenis keuangan selain keuangan konvensional. Pada tahun 1982, Inggris bekerjasama dengan Al Baraka lembaga keuangan dari Bahrain. Kerjasama tersebut memiliki preferensi yang berbeda bagi setiap aktor. Kepentingan Inggris bekerjasama dengan Al Baraka adalah untuk mempelajari keuangan Islam dari salah satu lembaga keuangan Islam terbesar di dunia. Kepentingan Al Baraka adalah membuka cabang di London. London merupakan lokasi paling strategis. Sebelumnya bank ini telah memiliki 695 cabang di 17 negara. 
Perbedaan preferensi kedua aktor memunculkan ketidakseimbangan institusi menurut Konstruktivis institusionalisme. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya menyebabkan kedua aktor mengalami pasang surut kerjasama. Pada tahun 1995, Al Baraka bank ditutup. Setelah ditutupnya bank ini masyarakat Muslim semakin menunjukan keinginannya menggunakan institusi keuangan berdasarkan nilai fundamental mereka. Perubahan paradigma kebijakan pemerintah Inggris juga datang dari Muslim Council di Inggris yang aktif memberikan dorongan kepada pemerintah Inggris untuk membuka bank Islam.  
Perubahan paradigma kebijakan Inggris tidak hanya datang dari internal saja. Dari faktor eksternal, sejak tahun 1992, terdapat pertumbuhan aset bank Islam dengan rata-rata 42%. Aset tersebut mencapai USD 648 milyar. Kerjasama awal Inggris dengan Al Baraka Group dimaksudkan untuk memahami mekanisme perbankan Islam. Inggris melihat Al Baraka mampu memberikan contoh ideal perbankan Islam karena memiliki cabang di beberapa negara. Dengan semakin meningkatkan aset bank Islam di dunia, Inggris berkeinginan membuka bank Islam independen milik Inggris. Keinginan tersebut direalisasikan Inggris melalui kajian-kajian ekonomi Islam lewat universitas-universitas di Inggris sampai dengan menjadi tuan rumah konferensi Islam pertama di Eropa.
 Inggris tidak membuka Islamic Bank of Britain di tahun 2004 tanpa perencanaan sebelumnya. Terdapat upaya-upaya untuk sampai kepada titik pembukaan bank Islam independen Inggris. Dorongan dari komunitas Muslim di Inggris memberikan kontribusi tersendiri. Melihat antusiasme tersebut, paradigma kebijakan Inggris berubah. Inggris memutuskan untuk menutup Al Baraka bank di tahun 1993. Setelah itu, secara independen Inggris mulai mengupayakan pembukaan bank Islam independen yaitu Islamic Bank of Britain (IBB). 
Kesimpulan
Konsep Institutional Disequilibrium dalam teori Konstruktivis Institusionalisme digunakan untuk menemukan faktor yang melatarbelakangi kerjasama Inggris dan Bahrain. Kerjasama panjang Inggris dengan negara-negara teluk telah ada bahkan sejak Perang Dunia I dimulai. Pengaruh Inggris di negara-negara teluk tidak terlepas dengan Bahrain. Pasca Berakhirnya Perang, kedekatan Inggris semakin terlihat dengan Bahrain. Institutional disequilibrium menjelaskan bagaimana kedekatan suatu negara dapat berubah dikarenakan perbedaan kepentingan. Al Baraka group merupakan lembaga keuangan terkemuka dari Bahrain. Pada tahun 1980, Inggris bekerjasama dengan Al Baraka lembaga keuangan Bahrain membentuk Al Baraka bank di London, namun ditutup pada tahun 1993. Ketidakseimbangan dalam kerjasama kedua negara tersebut dipandang karena perbedaan kepentingan. 
Konstruktivis institusionalis menganalisis ketidakseimbangan dalam kerjasama internasional. Kerjasama antara Inggris dengan Al Baraka memiliki ketidakseimbangan. Inggris memiliki preferensi berbeda dengan Al Baraka. Perbedaan tersebut menurut konstruktivis institusionalis disebabkan oleh empat faktor; ideasional institusi, ketidakseimbangan institusi, interpretasi atas momentum penting, dan paradigma kebijakan. Melalui konstruktivis institusionalis, dapat dianalisis tindakan Inggris bekerjasama dengan Al Baraka adalah mempelajari keuangan Islam secara langsung dari lembaga keuangan Islam terkemuka. Ketidakseimbangan institusi terjadi saat Al Baraka bank ditutup pada tahun 1993. Di samping campur tangan Bank of England, Inggris memiliki preferensi berbeda dengan Al Baraka. Terdapat tuntutan internal masyarakat Muslim tentang bank Islam. Inggris memilih membuka bank Islam sendiri secara independen dikelola pemerintah Inggris. 
Ideasional institusi didefinisikan sebagai satu set ide, pemikiran, sistem dan norma. Inggris memiliki kepercayaan keuangan Islam dapat berkembang di Inggris. Inggris merupakan negara dengan sistem perbankan maju. London merupakan rumah bagi para nasabah dan investor dalam perbankan konvensional. Dengan sistem yang telah mapan sebelumnya, Inggris mempersiapkan pondasi bagi keuangan Islam berkembang. Inggris bekerjasama dengan Al Baraka salah satu lembaga keuangan besar untuk membuka Al Baraka bank di tahun 1983. 
Pasca ditutupnya Al Baraka bank, Inggris melakukan pergerakan dan membuat kebijakan memperkokoh pemahaman keuangan Islam sebelum membuka bank Islam. Yayasan Islam Inggris berperan aktif sebagai pusat penelitian pertama ekonomi Islam. Yayasan ini merupakan perintis ekonomi Islam di Inggris. Universitas-universitas Inggris menyelenggarakan pengajaran keuangan Islam. Banyaknya peneliti Inggris tentang keuangan Islam membuka kemungkinan operasional bank Islam di Inggris memfasilitasi masyarakat Islam Inggris bertransaksi sesuai dengan hukum syariah. Masyarakat Muslim di Inggris juga memiliki bagian penting dalam perkembangan keuangan Islam di Inggris. Lobby dilakukan kepada pemerintah untuk mengizinkan pembukaan bank Islam di Inggris. Kelompok Muslim Inggris merumuskan bank Islam bersama HM Treasury, Financial Service Authority, dan Bank of England. Meskipun sudah terbentuk IBB, Al Baraka tetap ada di Inggris seperti halnya dengan bank Islam lain di Inggris. Namun, Al Baraka tidak diwajibkan untuk membuka tabungan, pembiayaan infrastruktur, dan kegiatan perbankan lainnya. Sehingga hubungan Inggris – Bahrain masih berlangsung dengan baik. 
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